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PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI

Menimbang

Mengingat

LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

bahwa dalam rangka tertib administrasi serta untuk
untuk meringankan beban masyarakat Kota Bekasi
terhadap pembiayaan pendidikan, maka perlu adanya
pengaturan Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota
Bekasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Bantuan
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan di
Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3663);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelengaraan Negara yang bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Pemrintahanan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan  dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Oerasional
Penyelenaggaraan Pendidikan Anal Usia Dini Tahun
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 102);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor
7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Oprasional
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
114);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014
tentang Pengeloaan dan Penyelenggaran Pendidikan
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13
Seri E);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah
Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun
2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017
Nomor 15 Seri D).



Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 421.1/1810-

Disdik.Paudpenmas perihal penyusunan Peraturan Wali
Kota tentang Pedoman BOP Pendidikan di Lingkungan
Dinas Pendidikan Kota Bekasi, tanggal 04 Pebruari 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN BANTUAN

OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

BAB |
KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.

Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas
Pendidikan Kota Bekasi.

Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik
adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja
negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanali
kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang
selanjutnya disingkat BOP PAUD adalah program pemerintah untuk
membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi
satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan kepada satuan
pendidikan anak wusia dini dan satuan pendidikan nonformal yang
menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini untuk mendukung
kegiatan operasional pendidikan.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang
selanjutnya disebut BOP Kesetaraan adalah program pemerintah untuk
membantu penyediaan pendanaan biaya operasional personalia dan
nonpersonalia bagi peserta didik pendidikan kesetaraan yang diberikan
melalui satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan untuk
mendukung kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan
kesetaraan.



9. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut DAK Nonfisik BOP PAUD
adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja
negara kepada daerah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya
operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan yang
menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini.

10. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik BOP
Kesetaraan adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan
dan belanja negara kepada daerah untuk membantu penyediaan
pendanaan biaya operasional personal dan nonpersonalia bagi satuan
pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan.

11. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu
upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan
usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani
dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan
lebih lanjut.

12. Pendidikan Kesetaraan adalah upaya pembinaan yang ditujukan prioritas
kepada anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang
karena suatu hal tidak bisa masuk ke pendidikan formal Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, sehingga anak
tersebut mempunyai bekal pengetahuan untuk bisa melanjutkan ke
jenjang pendidikan selanjutnya dan atau untuk bisa membangun masa
depannya dengan baik.

13. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB),
Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD sejenis (SPS).

14. Satuan Pendidikan adalah Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya
disingkat SKB dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya
disingkat PKBM.

15. Satuan Pendidikan Nonformal adalah satuan pendidikan nonformal yang
menyelenggarakan program PAUD.

16. Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional yang selanjutnya disingkat
NPSN adalah kode pengenal yang ditetapkan oleh Pusat Data dan
Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK).

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk untuk memberikan
acuan/pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan
penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dan PAUD dalam penggunaan dan
pertanggungjawaban keuangan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dan PAUD.



Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar :

a.

pemanfaatan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dan PAUD tepat sasaran
dalam mendukung operasional penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
dan PAUD secara efektif dan efisien; dan

pertanggungjawaban keuangan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dan PAUD
dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat
waktu, serta terhindar dari penyimpangan.

BAB Il

PRINSIP PENGGUNAAN DANA NONFISIK BOP PAUD DAN KESETARAAN

Pasal 4

Prinsip dalam pelaksanaan penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan
Kesetaraan meliputi :

Q@reoooT

efisien;
efektif;
transparan;
adil;
akuntabel;
kepatutan;
manfaat.
BAB IV
SASARAN

Pasal 5

Sasaran program DAK Nonfisik BOP, sebagai berikut :

a. peserta didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan
Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, atau Program Paket C
yang terdata dalam data pokok Pendidikan Anak Usia Dini-Pendidikan
Masyarakat (Dapo PAUD-Dikmas).

b. satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD dengan peserta
didik yang terdata dalam data pokok pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat (Dapodik PAUD dan Dikmas).

Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Wali Kota sebagai penerima
DAK Nonfisik BOP Kesetaraan.



BAB V
ALOKASI DAN PENYALURAN

Pasal 6
Alokasi dan penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD dan Kesetaraan setiap
tahun anggaran ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal lainnya yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 20 Pebruari 2019

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI
Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 20 Pebruari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 24 SERIE






